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PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Panglima Sudirman 284 Nganjuk 64412
Telopon (0356) 321100 & 321712 Faks, (0358) 321196
Email . inspekloral@nganjukkab,go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PADA KECAMATAN NGONGGOT KABUPATEN NGANJUK

Nomor . X.700/249/411.200/2025

Tanggal .11 Juni 2025

Lampiran . Salu berkas

Satuan Kerja : Kecamatan Ngonggot Kabupaten Nganjuk
Tahun . 2025

. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.

2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan,
serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran
dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi
atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong
setiap Instansi Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten
meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang
telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;

3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
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D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi
kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian
kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan
/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian
strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;

4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata
(dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi
kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP, setiap sub-
komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan
pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban
AA/A/BB/B/CC/CID/IE, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai

berikut:
1) Penilaian Keberadaan
J:\Ir:ri;;:n Nilai Penjelasan
AA 100  Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan
dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A 90 Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan
dalam setidaknya 1 tahun terakhir,
BB 80  Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan
mandat kebijakan nasionai.
B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CcC 60  Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
Cc 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi
(>0% - 25%).
E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian

akuntabilitas kinerja.

2) Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan
Pilihan

Nilai Penjelasan
Jawaban
AA 100  Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif
serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A 90  Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa
upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB 80 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan
mandat kebijakan nasional.
B 70 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC 60 Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
] 50 Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D 30 Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi
(>0% - 25%).
E 0 Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian

akuntabilitas kinerja.

~
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Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria
harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen
yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh
nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP
Instansi adalah sebagaimana terlampir. Nilai hasil akhir dari penjumlahan
komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori
predikat sebagai berikut:

Predikat Interpretasi

AA Sangat Memuaskan

(Nilai >90-100) | Telah terwujud Good Govemance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat
memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang
dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke levelindividu.

A Memuaskan

(Nilai > 80 — 90) Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat
memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi
hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampaivke level eselon
4/Pengawas/Subkoordinator.

BB Sangat Baik

(Nilai > 70 — 80) Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu
unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang
sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan
anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja
yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja
telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

B Baik
(Nilai > 60 - 70) Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja,
khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit
perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit
kerja.

cC Cukup (Memadai)
Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih

(Nilai > 50 — 60)
perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya
akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

C Kurang

(Nilai > 30 — 50) | Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum
terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih periu banyak
perbaikan mendasar di level pusat.

D Sangat Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan.
Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga
masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat
mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

(Nilai > 0 - 30)

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 700/577/411.200/2025 tanggal 2 Mei 2025 mulai

tanggal 2 Mei sampai dengan 5 Juni 2025.

—M
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F. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP
adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data,

pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,
dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.

REKOMENDASI

TINDAK LANJUT

1

Memastikan keselarasan antara Sasaran, Indikator, dan
Target dengan semua dokumen perencanaan maupun
evaluasi.

Sudah ditindzrdanjuti

Mendorong penyempurnaan rencana aksi dengan menguraikan
target per tribulan atas target tujuan, sasaran, program, kegiatan,
dan sub kegiatan.

Sudah ditindakianjut

Memastikan penyusunan dokumen perencanaan agar direviu
secara berjenjang mulai dari Perencana menuju Sekretaris sampai
Kepala OPD dengan memberikan paraf hierarki atau bentuk lain
berupa reviu sheet berjenjang.

Sudah ditindakanjuti

Memastikan melakukan penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada setiap dokumen Perencanaan Kinerja agar berkesinambungan
dan berkelanjutan

Sudah ditindaklanjuti

Mendorong agar membuat SOP Pengumpulan Kinerla &
Pengukuran Data Kinerja untuk pedoman mengetahui capaian
kinerja dari masing-masing individu.

Sudah ditindakianjuti

Memastikan Pengukuran Kinerja agar sepenuhnya dilaksanakan
dan diukur dengan dibuktikan melalui penyajian Laporan Evaluasi
Kinerja Individu Tribulan disandingkan dengan Target pada SKP /
Dialog Kinerja

belum terdapat dizlog
kinerja

Memastikan Pagu Anggaran pada dokumen DPPA agar bisa
selaras dengan dokumen terkait lainnya

Sudah ditindaklanjuti

Memastikan LKjlP agar menyajikan formula perhitungan untuk
melakukan pengukuran capaian kinerja

Sudah ditindaklanjuti

Mendorong agar Evaluasi Internal secara berkala pada Laporan
Tribulan agar memuat sedikitnya faktor  penyebab
keberhasilan/kegagalan, Capaian Kinerja, realisasi anggaran dan
rencana tindak lanjuUrekomendasi perbaikan kinerja selanjutnya.

Sudah ditindaklanjuti

10

Mendorong agar pada dokumen LKJIP (table 3.1.1. Realisasi
Kinerja Tahun 2023) selain terdapat capaian antara Target dan
Realisasi 2023, untuk bisa melampirkan data dukung / informasi
yang memadai terkait capaian tersebut.

Sudah ditindaklanjuti

1"

Mendorong peningkatan SDM Tim Penerapan Akuntabilitas Kinerja
Internal Perangkat Daerah dengan cara mengikuti pelatihan/bimtek
tentang SAKIP.

Sudah ditindaklanjuti

12

Memastikan rekomendasi/saran atas hasil evaluasi kinerja internal
setiap tribulan di tindak lanjuti dengan memberikan dokumen Bukdi
Dukung / Surat Perintah Tugas / Nota Dinas untuk melaksanakan
suatu kegiatan yang dapat memberikan dampak yang efektif
terhadap capaian kinerja selanjutnya.

belum ditindaklanjuti
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Il QAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondial
D Petencanaan Kinerja

Perancanaan kinerja mencakup  Dokumen  Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daetah (RPJUMD), Dokumen Rencana Slrategls (Renstra), DPA,
Dokumen Perencannan Kinetja Tahunan, Dokumen Perjanjlan Kinerja (PK),
Dokumen Indikator Kinerja Utama (1KU), Dokumen Indikator Kinerja Individu (IK1),
Dokumen Sasaran Kinerja Pegawal dan Dokumen Rencana Aksl atas Kinerja.

Berdasarkan  hasll evaluasl atas  Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran

sebagal berlkut ;

a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia,

b, Dokumen Perencanaan kinetja telah memenuhi standar yang baik.

¢ Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan
hasil yang berkesinambungan.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian :

A, Rencana Aksl Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran,
strategl, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan
lembaga maupun suatu instansi dalam melaksanakan suatu tema kebijakan
tertentu. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Rencana Aksi Tahun 2024
belum menyajikan Sub Kegiatan , dan Jadwal Kegiatan.

b. Rumusan Sasaran dalam dokumen perencanaan merupakan Pernyataan
Proses/ Kegiatan, yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi
terpadu kecamatan (PATEN) dan Meningkatkan ketentraman dan ketertiban
di wilayah kecamatan

¢. Belum terdapat target indikator kegiatan pada dokumen IKU

-

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme
pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan
dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasll evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai
berikut :

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan.

b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja
secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan
berkelanjutan,

¢. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian

Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
yang efektif dan efisien.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian :

a. Formula Pengukuran Indikator Kinerja “Persentase penurunan pelanggaran
ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan® pada dokumen IKU
dan LKjIP belum selaras

b.  Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara berkalaftribulan namun belum
dilengkapi dengan data kinerja yang relevan.

WE—— o S " — -
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c. Terdapat ketidakselarasan target pada dokumen rencana aksi dengan
dokumen Pengukuran Capaian Kinerja Periodik

d. Rapat Evaluasi Internal setiap tribulan belum menyajikan :
. Pengukuran Rencana Aksi secara menyeluruh atas capaian target

indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

« Rekomendasi yang spesifik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.

e. Belum terdapat pedoman teknis pengumpulan data kinerja.

3) Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian..
publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi
dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai

berikut :

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.

b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar yang menggambarkan
Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja
serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

c. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Catatan yang perlu mendapatkan perhatian :

a. Rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang pada Bab IV LKilP
Tahun 2024 belum menjadi strategi/upaya-upaya perbaikan yang disajikan
pada Bab Il Rencana Kerja Tahun 2025.

b. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker)
dalam mengukur capaian kinerja. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi
rapat evaluasi internal secara berkala/tribuian yang bertujuan untuk
mengevaluasi pencapaian target, menganalisa kendala dan memberikan
rekomendasi perbaikan. Namun demikian rekomendasi perbaikan dimaksud
belum disertai bukti tindak lanjutnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis
evaluasi, kualitas evaluasi, pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan

pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan
datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diperoleh
gambaran sebagai berikut:

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan
secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Internal namun belum sepenuhnya dapat memberikan kesan yang nyata
(dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.
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Catatan yang perlu mendapatkan perhatian:

Hasll Evaluasi Kinerja Internal telah dituangkan dalam Laporan yang disusun
secara  berkala (tribulan) dimana didalamnya terdapat Rencana Tindak
Lanju/Rekomendasi Perbaikan Kinerfa, namun belum didukung dokumentasi
pelaksanaanya.

B. Rekomendasl

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat
disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Kecamatan Ngonggot Kabupaten
Nganjuk untuk perbaikan di masa akan datang, yaitu :

1) Perencanaan Kinerja

a. Rencana Aksi Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran,
strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan
lembaga maupun suatu instansi dalam melaksanakan suatu tema kebijakan
tertentu. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Rencana Aksi Tahun 2024
belum menyajikan Sasaran Strategis, Sub Kegiatan , target, dan Jadwal
Kegiatan.

b. Untuk selanjutnya, perlu dilakukan perbaikan rumusan sasaran dalam
dokumen perencanaan agar menggambarkan hasil (outcome) yang ingin
dicapai dan memenuhi kaidah SMART (Spesifik, Measurable, Achievable,
Relevant, Time-bound)

c. Menambahkan target indikator kegiatan pada dokumen IKU

d. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan
pada periode tahun berikutnya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Penyusunan Pohon Kinerja harus terukur, dapat diimplementasikan dan
mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat (kondisi di tingkat hierarki
yang lebih tinggi sebagai akibat dari kondisi di bawahnya), sehingga
mampu memadukan kinerja organisasi untuk mencapai target yang
diinginkan.

- Indikator sasaran pada IKU, Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
dan LKjlP selaras dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 (sebelum adanya Perubahan
Restra Tahun 2024-2026 atau Renstra Tahun 2025-2029).

- Kondisi yang akan dicapai pada setiap level jabatan :

» Sasaran dan indikator kinerja untuk Pejabat Administrator/Eselon IlI
pada IKI dan Perjanjian Kinerja selaras dengan Pohon Kinerja pada
Dalev Renstra Tahun 2024-2026 (sebelum adanya Perubahan Restra
Tahun 2024-2026 atau Renstra Tahun 2025-2029).

» Sasaran dan indikator kinerja untuk Pejabat Pengawas/Eselon
IV/Pejabat Fungsional pada IK| selaras dengan Pohon Kinerja Dalev
Renstra Tahun 2024-2026 (sebelum adanya Perubahan Restra Tahun
2024-2026 atau Renstra Tahun 2025-2029).
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2) Pengukuran Kinerja

a. Untuk selanjutnya, memastikan Formula Pengukuran Indikator Kinerja pada
dokumen perencanaan dan LKjIP selaras.

b. Rapat Evaluasi Internal agar dilaksanakan setiap tribulan dan menyajikan :
- Pengukuran Rencana Aksi secara menyeluruh untuk target indikator kinerja

sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

- Rekomendasi yang spesifik untuk mengatasi hambatan yang dihadapi.

c. Melengkapi dokumen Pengukuran Kinerja secara berkala/tribulan dengan data
kinerja yang relevan.

d. Menyelaraskan target pada dokumen rencana aksi dengan dokumen
Pengukuran Capaian Kinerja Periodik

e. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja.

3) Pelaporan Kinerja
a. Selanjutnya dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025 pada Bab IV supaya
menyajikan rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya menjadi
strategi/upaya-upaya perbaikan yang disajikan pada Bab Il Rencana Kerja
tahun selanjutnya.
b. Melengkapi rekomendasi perbaikan dalam mengukur capaian kinerja secara
berkala/tribulan dengan bukti tindak lanjutnya.
4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Secara ferib menyusun Laporan Evaluasi Renja sefiap fribuian dengan

menyajikan sedikitnya :

Rekomendasi perbaikan kinerja pada Laporan Evaluasi Renja setiap tribulan

pada tahun 2025 supaya:

- Menyelaraskan indikator kinerja dengan dokumen perencanaan dalam
pengukuran kinerja.

- Disertai dengan Nota Dinas/Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan
rekomendasi dan bukti tindak lanjut yang memadai atas pelaksanaan
rekomendasi.

lll. PENUTUP

A. Simpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngonggot Kabupaten Nganjuk
memperoleh nilai sebesar 70,90 dengan kategori BB (Sangat Baik), dengan rincian

sebagai berikut :
& No Komponen Bobot Nilai Hasil Evaluasi

1 | Perencanaan Kinerja 30 % 21,60
2 | Pengukuran Kinerja 30 % 21,00
3 | Pelaporan Kinerja 15 % 10,80
4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 % 17,50

Jumlah 100 % 70,90

Dalam poin 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas
instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
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B. Dorongan terhadap Imploementasl SAKIP yang leblh balk

Dalam rangka peningkatan pencapalan kinerja yang tepat sasaran dan berorentas)
hasil, maka unit kerja/instansi pemerintah harus berkomitmen dan secara konsisten
melakukan evaluas! untuk meningkatkan implementasl SAKIP dalam mewujudkan
target capaian kinerja yang telah direncanakan,

C. Apreslasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menyampaikan terima kasih atas bantuan
dan kerjasama dari Tim SAKIP Kecamatan Ngonggot Kahupaten Nganjuk atas
kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat
mendukung terlaksananya keglatan evaluasi.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Kecamatan Ngonggot Kabupaten Nganjuk disampaikan dengan harapan pada tahun-tahun
selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

ma Madya

Tembusan : NIP. 19661005198703 1 010
Bupati Nganjuk




